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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

 
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan 
antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran 
pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan 
kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih 
berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 
akan diuraikan menurut Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan. Sebagaimana 
disebutkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019  dan Revisinya sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/Menkes/422/2017 
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Terdapat 12 Sasaran 
Strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. 
Uraian capaian kedua belas Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 
2).  Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple 

burden, dimana angka kesakitan penyakit menular masih tinggi namun di sisi lain penyakit 

tidak menular mengalami peningkatan yang cukup bermakna dan penyakit penyakit yang 

seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Data Global Burden of Disease 2010 dan Health 

Sector Review 2014 bahwa menyebutkan  kematian yang diakibatkan PTM, yaitu stroke 

menduduki peringkat pertama. Padahal 30 tahun lalu, penyakit menular seperti infeksi 

saluran pernafasan atas (ISPA), tuberkulosis dan diare merupakan penyakit terbanyak 

dalam pelayanan kesehatan. Pergeseran pola penyakit ini, ditengarai disebabkan 

perubahan gaya hidup masyarakat. Guna menjawab tantangan permasalahan tersebut, 

maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan langkah-langkah pencegahan dan 

pengendalian penyakit. Langkah-langkah pencegahan tersebut selanjutnya dirumuskan 

menjadi sejumlah indikator-indikator untuk mengukur capaian kinerjanya. 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.3. Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2:  

Meningkatnya Pengendalian Penyakit 
 

SS2: Meningkatnya Pengendalian Penyakit 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

2a. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan pasien 
TB/Succes Rate (SR) 

87% 87% 100% 

2b. Prevalensi HIV <0,5% 0,33% 134% 

2c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 265 266 100,38% 

2d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 25 25 100% 

2e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis 15 28 186,67% 
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2f. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi (PD3I) tertentu  

20% 31% 155% 

2g. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah 

64% 66% 103,13% 

2h. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah 

30% 30% 100% 

2i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 

180 187 103,89% 

 
 
Uraian tentang kesembilan IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 
a. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan pasien TB/Succes Rate  

Tuberculosis (TB) sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu masalah 
kesehatan masyarakat di dunia walaupun upaya  penanggulangan TB telah dilaksanakan 
di banyak negara sejak tahun 1995. Jumlah kasus TB di Indonesia menurut laporan 
WHO 2017, diperkirakan ada 1.020.000 kasus TB per tahun dengan angka kematian 42 
per 100.000 penduduk. Jumlah notifikasi kasus (Case Notification) dari semua kasus 
dilaporkan sebanyak 360.565 kasus. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua 
kasus adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara 
semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka ini menggambarkan kualitas 
pengobatan TB. Walaupun angka kesembuhan telah mencapai 85%, hasil pengobatan 
lainnya tetap perlu diperhatikan seperti meninggal, gagal, putus berobat (lost to follow up) 
dan tidak dievaluasi. 

 
Indikator ini dihitung berdasarkan rumus: 

 

Jumlah semua kasus TB yang 
sembuh dan pengobatan lengkap 

X 100% 
Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan 

 

 

Target persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) tahun 2015 
adalah sebesar 84%, tahun 2016 sebesar 85% dan tahun 2017 sebesar 87%, sedangkan 
capaian persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB semua kasus adalah sebesar 
84% tahun 2015, 85% tahun 2016 dan 87% tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa selama 3 tahun berturut-turut capaian kinerja sebesar 100%. Dengan tercapainya 
cakupan keberhasilan pengobatan TB pada tahun 2015 ï 2016 yang semakin meningkat, 
maka penularan penyakit TB akan berkurang, dan ini akan berdampak pada penurunan 
angka prevalensi TB di wilayah tersebut. Grafik dibawah ini menunjukkan tren 
pencapaian cakupan keberhasilan pengobatan TB selama tahun 2015-2017. 

 

Grafik 3.12 
Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) 

Tahun 2015 ï 2019 
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Sumber data : Laporan rutin Subdit TB 

 
 

Tercapainya target ini terjadi sejalan dengan ekspansi DOTS (Directly Observed 
Treatment Short-course) sehingga lebih banyak kasus TB yang dapat ditemukan. 
Ekspansi DOTS dimaksudkan untuk memperluas layanan DOTS di fasilitas pelayanan 
kesehatan tidak hanya Puskesmas, tetapi juga sudah ada layanan pada RS Pemerintah 
dan RS Swasta, Dokter Praktek Mandiri dan klinik termasuk klinik di lapas/rutan. Selain 
itu, mutu pengobatan TB juga dapat dipertahankan dengan baik. Sejak tahun 2016 sudah 
terbentuk Komite Ahli (Komli) Penanggulangan TB, yang bertugas antara lain 
memberikan pertimbangan, masukan, melakukan kajian dan memberikan rekomendasi 
dalam penanggulangan TB. Selain adanya Komli, koalisi profesi (IDI, IAI, Laboratorium) 
juga mendukung keberhasilan program penanggulangan TB. Koalisi organisasi profesi 
penanggulangan tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang 
mempunyai komitmen terlibat dalam penanggulangan TB di tingkat nasional, provinsi dan 
di kabupaten/kota dalam menjalankan peran dalam pelibatan jejaring PPM TB.  
 
Capaian cakupan keberhasilan pengobatan TB tertinggi pada Provinsi Gorontalo (95%) 
dan capaian terendah pada Provinsi Papua (70%). Dari grafik dibawah ini dapat terlihat 
disparitas capaian cakupan keberhasilan pengobatan TB tidak besar diantara Provinsi. 
Secara lengkap capaian indikator cakupan keberhasilan pengobatan TB setiap Provinsi 
adalah sebagai berikut: 

 
 

Grafik 3.13 
Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB per Provinsi di Indonesia 

Tahun 2015 - 2019 
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Sumber data : Laporan rutin Subdit TB 

 

 

Dalam mencapai target tersebut diatas, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
berbagai upaya antara lain: 
1. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini tercatat jumlah terduga TB yang diperiksa 

sebanyak 18 juta orang, jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati mencapai 
3.084.000 dan 2.672.000, atau lebih dari 86% berhasil disembuhkan di seluruh 
Indonesia. 

2. Upaya akselerasi yang dilakukan program nasional sejak pertama kali diputuskannya 
DOTS sebagai strategi penanggulangan TB di Indonesia selama kurun waktu 8 
tahun pertama (1999-2007) menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

3. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, Program TB telah berhasil menemukan 33.453 
terduga TB MDR/RR di mana 6.084 kasus terkonfirmasi TB MDR/RR dan 4.625 
kasus mendapatkan pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) lini kedua. 

4. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, sebanyak 78.017 kasus TB mengetahui status 
HIV dan di antara mereka terdapat 14.904 kasus yang hasil tes HIV positif. Dari 
kasus TB HIV posiif tersebut, 4.969 kasus mendapatkan Anti Retroviral Therapy 
(ART) dan 6.559 kasus mendapatkan Pengobatan Pencegahan Kotrimoksasol 
(PPK). 

5. Ekspansi laboratorium pemeriksaan TB. 
6. Pada tahun 2015 terdapat 6.820 laboratorium mikroskopis TB yang terdiri dari 

puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium klinik swasta. Sampai dengan tahun 
2016, terdapat 16 laboratorium biakan yang sudah terstandarisasi dan 13 
laboratorium biakan dan uji kepekaan yang tersertifikasi. Selain itu, pemeriksaan 
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molekular TB juga sudah tersedia di 34 provinsi yang tersebar di 6 laboratorium dan 
76 rumah sakit untuk mendiagnosis TB RO (TB Resisten Obat) dan TB HIV.  

7. Ekspansi fasilitas pelayanan TB resistensi obat. Indonesia memulai pengobatan 
pasien TB RO yang diawali di dua Rumah Sakit, yaitu RSUP Persahabatan Jakarta 
dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya melalui KEPMENKES RI 
No.117/MENKES/SK/II/2009 sebagai acuan pelaksanaan TB RO. Perjalanan dari 
tahun ketahun, jumlah kasus TB RO semakin meningkat. Sejak dimulainya Program 
Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resistan Obat (MTPTRO) sampai dengan 
November 2017 sudah terdapat 65.878 terduga, 19.011 terkonfirmasi dan 6.875 
pasien TB RO telah diobati, Jumlah pasien tersebut masih jauh dari kasus yang 
diperkirakan ada yaitu sebanyak 32.000 kasus per tahun (WHO Global TB Report 
tahun 2016). Dengan adanya peningkatan kasus TB RO di Indonesia, maka 
perluasan MTPTRO harus ditingkatkan. Peningkatan akses sangat diperlukan untuk 
dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pasien TB RO. Sampai dengan saat 
ini, fasilitas pelayanan kesehatan TB RO dilaksanakann di Fasyankes Rujukan TB 
RO yang ada di 34 Provinsi. Tingginya jumlah kasus yang ada dan terbatasnya 
layanan TB RO berpengaruh terhadap akses layanan juga berpengaruh terhadap 
keberhasilan pengobatan pasien TB RO. Untuk mendekatkan akses, meningkatkan 
cakupan layanan dan keberhasilan pengobatan pasien TB RO perlu dilakukan 
perluasan penyelenggara layanan. Untuk mendukung rencana ekspansi layanan TB 
RO, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/350/2017 tentang ñRumah Sakit dan 
Balai Kesehatan Pelaksana Layanan Tuberkulosis Resistan Obatò.  

8. Pembentukan jejaring riset TB (JetSet TB). Riset menjadi salah satu pilar untuk 
mendukung strategi dan kebijakan TB berbasis bukti. Banyak penelitian TB yang 
tersebar di seluruh Indonesia baik yang dilaksanakan oleh universitas maupun 
lembaga riset yang ada di bawah Kemenkes, Kemenristek Dikti maupun 
Kementerian lain.  Kegiatan riset tersebut harus dapat dimanfaatkan dan diarahkan 
untuk mendukung akselerasi tercapainya eliminasi TB di Indonesia.  Untuk 
mewadahi kegiatan tersebut pada April 2017, telah dibentuk Jejaring Riset TB yang 
disebut dengan JETSET TB Indonesia yang beranggotakan akademisi, profesi, dan 
peneliti di bidang TB.  Dibentuknya JETSET TB ini bertujuan untuk membangun 
basis data penelitian TB yang aktual dan terkini, membangun kapasitas peneliti TB 
yang professional, membangun komunikasi efektif antar peneliti dan pengambil 
kebijakan dan membangun kemitraan strategis dengan Program TB di seluruh 
Indonesia. 

9. Pendanaan pemerintah pusat untuk penanggulangan TB telah meningkat secara 
bermakna dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat menjadi salah satu upaya exit 
strategy dari ketergantungan terhadap dana dari donor. 

 
Meskipun capaian indikator telah tercapai, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan  
terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: 
1. Meningkatnya epidemi kasus TB resisten obat. 
2. Belum semua kasus TB berhasil dijangkau. 
3. Pendekatan yang terlalu sentralistis dan global. 
4. Sebagian besar Kab/Kota belum mempunyai komitmen politis yang ditandai dengan 

adanya peraturan daerah dan peningkatan anggaran untuk P2TB. 
5. Lemahnya aspek manajemen program. 
6. Meskipun pendanaan pemerintah pusat meningkat, kontribusi anggaran dari provinsi 

dan kabupaten untuk pengendalian TB masih tetap minimal di kebanyakan daerah.  
7. Banyak mitra pemain tetapi kurang terintegrasi menjadi kekuatan yang sinergis. 
8. Masih lemahnya kemitraan yang bersifat sinergis. 
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Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya atau alternatif solusi untuk menjawab 
tantangan-tantangan tersebut melalui 6 strategi sebagai berikut: 
1) Penguatan Kepemimpinan Program TB di Kabupaten/Kota 

- Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial. 
- Regulasi dan peningkatan pembiayaan. 
- Koordinasi dan sinergi program. 

2) Peningkatan Akses Layanan ñTOSS-TBò yang Bermutu  
- Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix) 
- Penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat. 
- Peningkatan kolaborasi layanan melalui TB-HIV, TB-DM, MTBS, PAL dan lain 

sebagainya. 
- Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat / saran diagnostik yang baru. 
- Kepatuhan dan kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding 
- Bekerjasama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan 

Semesta (health universal coverage). 
3) Pengendalian Faktor Risiko 

- Promosi lingkungan dan hidup sehat. 
- Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. 
- Pengobatan pencegahan dan imunisasi TB. 
- Memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan dan 

keberhasilan pengobatan yang tinggi. 
4) Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TB 

- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat. 
- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah. 

5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB 
- Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat. 
- Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan 

pengobatan TB. 
- Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis 

keluarga dan masyarakat. 
6) Penguatan Sistem kesehatan 

- Sumber daya manusia yang memadai dan kompeten. 
- Mengelola logistik secara efektif. 
- Meningkatkan pembiayaan, advokasi dan regulasi. 
- Memperkuat Sistem Informasi Startegis, surveilans proaktif termasuk kewajiban 

melaporkan (mandatory notification). 
- Jaringan dalam penelitian dan pengembangan inovasi program. 

 
 

b.      Prevalensi HIV (persen) < 0,5 % 
     Definisi Prevalensi HIV adalah angka pada laporan terakhir estimasi dan proyeksi 

prevalensi HIV penduduk Indonesia 15-49 tahun, yang menunjukkan jumlah penduduk 
laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV diantara seluruh 
penduduk usia 15-49 tahun. Formula perhitungan dengan mempergunakan 
perhitungan mathematic modelling, dimana prevalensi HIV di Indonesia didapatkan 
melalui hasil perhitungan estimasi dan proyeksi atau pemodelan matematika yang 
dilakukan rutin 2-3 tahun sekali. Dari hasil pemodelan terakhir di tahun 2016 diketahui 
bahwa prevalensi dalam populasi umum masih rendah. Namun dari hasil Surveilens 
Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) pada populasi berisiko tahun 2015 diketahui 
bahwa prevalensi HIV diatas 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola 
epidemi HIV AIDS di Indonesia masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok 
tertentu. 
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 Perhitungan estimasi dan pemodelan matematika dilakukan dengan bantuan software 
AEM (Asean Epidemiology Modelling) dan Spectrum. Semenjak tahun 2009 sampai 
2016 telah dihasilkan 4 laporan estimasi dan pemodelan matematika yaitu laporan 
tahun 2009, 2012, 2014, dan 2016. Berdasarkan pemodelan matematika tersebut 
dengan menggunakan laporan terbaru di tahun 2016, capaian prevalensi pada tahun 
2015-2017 yaitu masing-masing 0.33%. 

 
Grafik 3.14 

           Target dan Realisasi Capaian Prevalensi HIV Tahun 2015-2017 (%) 
 

 
 

    Sumber data : Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2015-2020 
 

Angka prevalensi HIV yang tetap dari tahun ke tahun tidak semata-mata menggambarkan 
keberhasilan atau kegagalan pengendalian HIV AIDS di Indonesia. Peningkatan 
prevalensi HIV menunjukkan bahwa adanya upaya dalam penemuan kasus HIV dan 
meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan pengobatan ARV 

 
 

Grafik 3.15 
  Jumlah Kasus HIV dan Kasus AIDS  

Tahun 2015 ï September 2017 
 

 
    Sumber data Laporan rutin Subdit HIV Tahun 2017 
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Sejak HIV pertama kali ditemukan di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan untuk 
menemukan orang dengan HIV AIDS (ODHA), memberikan pengobatan dan perawatan 
ODHA, dan mencegah penularan kepada orang yang belum terinfeksi. Berbagai 
kebijakan terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan 
komitmen kebijakan global, tentunya dengan cara mengadaptasi kebijakan dan pedoman 
penanggulangan HIV yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya di Indonesia. 
 
Upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan antara 
lain dengan mengedukasi masyarakat dengan cara memperbanyak jumlah dan 
memperluas jangkauan distribusi media KIE baik cetak maupun elektronik agar 
meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap HIV AIDS. Selain itu 
terus dilakukannya distribusi kondom kepada populasi berisiko tinggi (seperti WPS, LSL, 
Penasun, dll) bekerja sama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan LSM di 
seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah layanan HIV dari tahun ke tahun menunjukkan 
upaya yang tinggi dari Kementerian Kesehatan dalam memperluas dan meningkatkan 
akses pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.  Selain itu pengembangan 
Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di beberapa kabupaten/kota di 
Indonesia serta penerapan SUFA (Strategic Use of ARV) dan TOP (Temukan, Obati, dan 
Pertahankan) dalam upaya pencegahan dan pengobatan dapat mendukung akselerasi 
upaya pencegahan dan penanggulan HIV AIDS. Peningkatan sistem rujukan antar 
layanan termasuk pengembangan laboratorium pemeriksaan HIV (termasuk tes CD4 dan 
viral load).  
 
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi online untuk pencatatan dan 
pelaporan program HIV AIDS juga merupakan suatu upaya penting sehingga 
keberhasilan dari kebijakan yang telah dilaksanakan dapat terukur dengan baik. Oleh 
karena itu fokus dalam monitoring dan evaluasi bukan hanya pada terlaksananya 
program tetapi juga pada berjalannya pencatatan dan pelaporan di setiap jenjang. 
 
Upaya lainnya yang dilaksanakan untuk mengurangi prevalensi HIV adalah: 
1. Peningkatan cakupan tes HIV dan ODHA akses ARV. 
2. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan 

dan pengendalian penularan HIV. 
3. Peningkatan pengetahuan komprehensif melalui media KIE cetak dan elektronik 

serta kampanye ABAT pada remaja. 
 
                   Gambar 3.2 

Media KIE HIV AIDS 

 



27 

 

4. Peningkatan jumlah outlet, distribusi, dan promosi penggunaan kondom. 
5. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang mampu melakukan inisiasi ART. 
6. Peningkatan jumlah layanan Konseling dan Tes (KT) HIV dan layanan Infeksi 

Menular Seksual (IMS) 
7. Meningkatkan kualitas layanan Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan Program 

Terapi Rumatan Metadon (PTRM). 
8. Akselerasi peningkatan orang yang melakukan konseling dan tes HIV antara lain 

melalui mobile konseling dan tes HIV, serta memaksimalkan tes HIV atas inisiatif 
petugas kesehatan (TIPK) 

9. Akselerasi peningkatan ODHA memakai ARV melalui kebijakan SUFA (strategic use 
of ARV), dengan memperluas inisiasi dini ART. 

10. Peningkatan pencatatan dan pelaporan data program baik berbasis manual maupun 
elektronik. 

11. Pelaksanaan kampanye HAS (Hari AIDS Sedunia) disertai dengan promosi tes HIV 
sebagai upaya pencegahan penularan sedini mungkin. 

 
 

Gambar 3.3 
Roadshow Hari AIDS Sedunia 

 

 
 

 
Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan HIV AIDS antara 
lain: 
1.  Masih tingginya penularan HIV dan IMS 

a) Penularan HIV pada subpopulasi heteroseksual masih terus terjadi termasuk 
penularan pada subpopulasi homoseksual dan biseksual.  

b) Penularan IMS dan HIV pada populasi WPS, Waria belum berhasil dikendalikan. 
Hal ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pemakaian kondom secara 
konsisten pada setiap kontak seks berisiko dan kesadaran untuk pemeriksaan 
dan pengobatan IMS yang benar. 
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c) Penularan IMS dan HIV pada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sudah 
menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama di provinsi-provinsi 
berprevalensi HIV tinggi.  

 
2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dan pencegahan penularannya 

masih perlu ditingkatkan. 
a) Masih banyak kelompok di masyarakat yang masih awam terhadap risiko 

penularan HIV, terutama masyarakat dengan keterbatasan sumber informasi dan 
juga pada populasi remaja. 

b) Belum terbangunnya kesadaran pada populasi berisiko untuk menolong diri 
sendiri  dan bertanggung jawab pada anggota keluarga serta masyarakat dari 
risiko penularan HIV-AIDS dan IMS.  

c) Kesadaran masyarakat termasuk populasi berisiko untuk mengetahui status HIV 
nya masih relatif rendah.   

d) Masih tingginya stigma dan perlakuan diskriminatif masyarakat dan petugas 
kesehatan kepada ODHA. 
 

3. Terbatasnya Ketersediaan layanan kesehatan komprehensif HIV AIDS dan IMS 
a) Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang peduli, terlatih dan terampil 

dalam melaksanakan program pengendalian HIV AIDS dan IMS serta penyakit 
oportunistiknya jika dibandingkan dengan luas wilayah prioritas dan besarnya 
populasi berisiko. 

b) Jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang mampu memberikan 
layanan kesehatan komprehensif terkait masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi 
kebutuhan.  

 
4.  Hambatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi 

a) Pencatatan dalam dokumen primer yaitu rekam medis belum mencerminkan 
Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia. 

b) Pelaporan pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan dan 
rehabilitasi terkait HIV dan IMS belum terintegrasi dalam sistem informasi 
fasilitas layanan kesehatan 

c) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM petugas pencatatan dan pelaporan 
program HIV AIDS dan IMS 

d) Monitoring dan evaluasi yang tidak kontinyu akibat ketidak seragaman komitmen 
dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan dan 
penganggaran kesehatan menyulitkan pengambilan kebijakan yang tepat dalam 
pengendalian HIV AIDS dan IMS terutama dalam era desentralisasi 

 
Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya atau alternatif solusi untuk menjawab 
tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut: 
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS 

melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, 
pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;  

- Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;  
- Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, 

bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya 
preventif dan promotif;  

- Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, 
dengan berfokus pada daerah yang memiliki risiko tertinggi dan beban tertinggi; 

- Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Adinkes (Asosiasi 
Dinas Kesehatan seluruh Indonesia);  

- Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang 
merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;  
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- Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan 
penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu 
sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;  

- Penguatan sistem logistik sebagai upaya perbaikan dalam mendistribusikan reagen 
dan obat HIV AIDS dan IMS sehingga tepat guna, serta mengurangi risiko 
kekosongan obat ataupun obat expired; 

- Revitalisasi pengendalian IMS di Puskesmas dan RS; 
- Penguatan surveilans IMS dan HIV di kabupaten/kota prioritas; 
- Peningkatan keterlibatan komunitas/LSM peduli AIDS, populasi kunci dan kader 

masyarakat dalam upaya penjangkauan;  
- Perluasan jangkauan pengobatan ARV sampai ke tingkat Puskesmas; 
- Perluasan kampanye tentang HIV dan AIDS, bahaya Napza, dan seks bebas di 

lingkungan pendidikan formal dan non-formal; 
- Meningkatkan peranan KDS dan keluarga sebagai petugas pendamping ODHA; 
- Memprioritaskan sumber daya pada 238 kabupaten/kota untuk meningkatkan 

cakupan program terutama tes dan pengobatan; 
- Meningkatkan sistem informasi data dan pemanfaatannya termasuk aplikasi sistem 

informasi logistik. 
 
 

c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 
 
Tujuan program malaria di Indonesia adalah untuk mencapai eliminasi malaria yang 
ditegaskan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 293/Menkes/SK/IV/2009 
tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor. 443.41/465/SJ tanggal 8 Februari 2010 kepada seluruh Gubernur 
dan Bupati/Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di 
Indonesia yang harus dicapai secara bertahap mulai dari tahun 2010 sampai seluruh 
wilayah Indonesia bebas malaria selambat-lambatnya tahun 2030.  Hal tersebut juga 
telah disepakati oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama kepala negara 
lainnya di kawasan Asia-Pasifik dalam acara East Asia Summit yang Ke-9 di Myanmar. 
 
Berdasarkan SK Dirjen P2PL No. HK.02.03/D.1/I.2/99/2015 tanggal 28 Januari 2015 
tentang Juknis Penilaian Eliminasi Malaria menyebutkan bahwa Kab/Kota dapat 
diusulkan untuk penilaian sertifikasi eliminasi malaria dengan kriteria sebagai berikut: 
1. Slide Positivity Rate (SPR) < 5% 
2. Annual Parasite Incidence (API) <1 per 1000 penduduk 
3. Tidak ada kasus penularan setempat (kasus indigenous) selama 3 tahun berturut-

turut. 
  
Kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan dasar eliminasi malaria tersebut 
diatas, harus mengirimkan surat pengajuan penilaian eliminasi kepada Kementerian 
Kesehatan, kemudian tim penilai eliminasi akan menilai kabupaten/kota tersebut 
menggunakan tools yang telah dibuat dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan 
yaitu: 
1. Pelaksanaan penemuan dan tatalaksana kasus malaria 
2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 
3. Surveilans dan penanggulangan KLB 
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 
5. Peningkatan sumber daya manusia 
6. Komitmen pemerintah daerah 

 
Definisi operasional IKU adalah upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat 
(indigenous) dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus 
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malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut sehingga tetap 
dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Formula 
menghitung IKU ini adalah: 

 
Akumulasi jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria 

 
Sampat tahun 2017, jumlah kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi malaria 
sebanyak 266 kabupaten/kota dari target yang ditentukan sebesar 265 kab/kota atau 
pencapaian kinerja sebesar 100,4%. Berikut rincian tabel capaian persentase 
kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 
 

Tabel 3.4 
Jumlah Kab/Kota dengan Eliminasi Malaria sampai tahun 2017 

 
No Provinsi  Jumlah 

Kab/Kota 
Jumlah 

Kab/Kota 
dengan eliminasi 

% 

1 Aceh 23 19 83% 

2 Sumatera Utara 33 21 64% 

3 Sumatera Barat 19 16 84% 

4 Riau 12 7 58% 

5 Jambi 11 3 27% 

6 Sumatera Selatan 17 8 47% 

7 Bengkulu 10 3 30% 

8 Lampung 15 7 47% 

9 Bangka Belitung 7 5 71% 

10 Kepulauan Riau 7 3 43% 

11 DKI Jakarta 6 6 100% 

12 Jawa Barat 27 23 85% 

13 Jawa Tengah 35 29 83% 

14 DI Yogyakarta 5 4 80% 

15 Jawa Timur 38 38 100% 

16 Banten 8 6 75% 

17 Bali 9 9 100% 

18 Nusa Tenggara Barat 10 3 30% 

19 Nusa Tenggara Timur 22 0 0% 

20 Kalimantan Barat 14 2 14% 

21 Kalimantan Tengah 14 6 43% 

22 Kalimantan Selatan 13 5 38% 

23 Kalimantan Timur 10 3 30% 

24 Kalimantan Utara 5 1 20% 

25 Sulawesi Utara 15 5 33% 

26 Sulawesi Tengah 13 3 23% 

27 Sulawesi Selatan 24 18 75% 

28 Sulawesi Tenggara 17 8 47% 

29 Gorontalo 6 2 33% 

30 Sulawesi Barat 6 3 50% 

31 Maluku  11 0 0% 
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32 Maluku Utara 10 0 0% 

33 Papua Barat 13 0 0% 

34 Papua 29 0 0% 

  Indonesia 514 266 52% 
 

Sumber data : Laporan rutin Subdit Malaria Tahun 2017 

 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak 52% kabupaten/kota di Indonesia telah 
mencapai eliminasi malaria dengan persentase terbanyak pada Provinsi DKI Jakarta, 
Bali, dan Jawa Timur dimana seluruh kabupaten/kotanya telah bebas malaria, sedangkan 
di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) belum ada kabupaten/kota yang memperoleh 
sertifikat eliminasi malaria. 

 
Grafik 3.16 

Capaian Eliminasi Malaria di Indonesia tahun 2015-2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber data : Laporan rutin Subdit Malaria 

 
Tren capaian eliminasi Malaria dapat digambarkan pada grafik di atas dimana terjadi 
peningkatan capaian realisasi jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 
yakni sebanyak 232 Kab/Kota pada tahun 2016, meningkat menjadi 247 Kab/Kota pada 
tahun 2016 dan menjadi 266 Kab/Kota pada tahun 2017. Peningkatan jumlah Kab/Kota 
yang mencapai eliminasi malaria pada tahun 2017 berasal dari 18 Kab/Kota yakni 4 
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 3 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2 
Kab/Kota di Provinsi Lampung, 2 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2 Kab/Kota di 
Provinsi Sulawesi Barat dan 1 Kab/Kota di Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Jawa Tengah serta Jawa Timur. 
 
Untuk mencapai target eliminasi malaria maka diperlukan indikator komposit untuk 
mendukung tercapainya cakupan yaitu persentase konfirmasi sediaan darah dan 
persentase pengobatan standar. Indikator ini juga merupakan indikator Pemantauan 
Program Prioritas Janji Presiden tahun 2017 oleh KSP (Kantor Staf Presiden) yang 
dipantau setiap tiga bulan. Persentase pemeriksaan sediaan darah adalah persentase 
suspek malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium baik menggunakan mikroskop 
maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari semua suspek yang ditemukan sedangkan 
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persentase kasus positif yang diobati adalah proporsi pasien positif yang diobati sesuai 
pedoman dibandingkan dengan jumlah pasien positif.  
 
Capaian indikator KSP adalah sebagai berikut: 
a. Pada indikator Persentase suspek yang dikonfirmasi, dari target yang telah 

ditentukan sebesar 95%, telah tercapai sebesar 97.7% pada check point B12, 
dengan capaian kinerja sebesar 103% 

b. Pada indikator Persentase kasus positif yang di obati, dari target yang telah 
ditetapkan sebesar 90%, telah tercapai sebesar 96.4% pada check point B12, 
dengan capaian kinerja sebesar 107% 

 
Berdasarkan data diatas maka capaian indikator suspek yang dikonfirmasi dan jumlah 
kasus positif yang diobati telah mencapai target.  Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 
eliminasi malaria pada tahun 2017 sebanyak 266 kabupaten/kota, jumlah tersebut telah 
melebihi target indikator RPJMN sebanyak 265 Kabupaten/kota. Indikator ini telah 
tercapai yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya kegiatan surveilans 
migrasi sebagai strategi penanggulangan malaria di daerah endemis rendah yang masih 
memiliki daerah reseptif (daerah yang masih ada vektor malaria dan memungkinkan 
adanya vektor malaria) untuk mencegah terjadinya penularan malaria, penyelidikan 
epidemiologi setiap kasus malaria dan skrining malaria pada ibu hamil.  

 
Beberapa upaya telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencapai indikator 
tersebut, antara lain: 
1) Diagnostik Malaria 

Kebijakan pengendalian malaria terkini dalam rangka mendukung eliminasi malaria 
adalah bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi melalui pemeriksaan 
laboratorium baik dengan mikroskop ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT).  

2) Tatalaksana Kasus Malaria 
Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan pengobatan malaria 
menggunakan obat pilihan yaitu kombinasi derivate artemisinin dengan obat anti 
malaria lainnya yang biasa disebut dengan Artemisinin based Combination Therapy 
(ACT). Pada tahun 2017 bekerjasama dengan BTKLPP dan lembaga Eijkman telah 
dilakukan workshop persiapan. Untuk mencapai eliminasi malaria, salah satu pilar 
yang penting adalah menjamin universal akses dalam pencegahan, diagnosis dan 
pengobatan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua sektor terkait termasuk 
swasta dalam bentuk jejaring kemitraan antara pemerintah dan swasta, dengan 
kendali dan dukungan pemerintah. Untuk itu pada tahun 2017 telah diterbitkan 
pedoman jejaring kemitraan pemerintah-swasta dalam layanan pengendalian malaria 
dan telah dilakukan sosialisasi tentang pedoman tersebut. 

3) Surveilans Malaria 
Pada tahun 2017 telah diterbitkan petunjuk teknis penyelidikan epidemiologi kasus 
malaria dan pemetaan wilayah fokus serta telah dilakukan sosialisasi petunjuk teknis 
tersebut. 

 Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung surveilans 
malaria: 
- Workshop pemetaan daerah fokus. 
- Sosialisasi kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus malaria dan pemetaan 

wilayah focus. 
- Pertemuan tes data Elektronik Sistem Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) 
- Workshop penguatan SDM di KKP dalam surveilans migrasi malaria. 

4) Pengendalian Vektor Malaria 
 Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah dikonfirmasi menjadi vektor malaria di 

Indonesia sebanyak 25 jenis (species). Jenis intervensi pengendalian vektor malaria 
dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai kelambu berinsektisida 
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(LLINs = Long lasting insecticide nets), melakukan penyemprotan dinding rumah 
dengan insektisida (IRS = Indoor Residual Spraying), melakukan larviciding, 
melakukan penebaran ikan pemakan larva, dan pengelolaan lingkungan.   
Pemakaian kelambu berinsektisida merupakan salah satu strategi untuk mengurangi 
faktor resiko penularan malaria. Kelambu dibagikan kepada penduduk yang tinggal di 
daerah endemis tinggi malaria (API > 5 per 1000), dengan target minimal 80% 
penduduk di daerah tersebut mendapatkan 2 buah kelambu per keluarga. 
Sedangkan di daerah endemis sedang (API 1-5 per 1000) kelambu dibagikan hanya 
kepada kelompok risiko tinggi yaitu penduduk di daerah fokus. Pada tahun 2017 
sebanyak 3.984.224 kelambu telah didistribusikan untuk seluruh wilayah KTI dan 
daerah fokus di luar KTI. Selain menggunakan kelambu masyarakat juga diharapkan 
dapat melindungi diri dari gigitan nyamuk dengan cara yang alami salah satunya 
dengan menanam tanaman anti nyamuk. Pada peringatan Hari Pengendalian 
Nyamuk di DI. Yogyakarta Tahun 2017, Kementerian Kesehatan mendapatkan Rekor 
MURI kategori penanaman tanaman anti nyamuk terbanyak. 

 
 

Gambar 3.4 
Pencanangan Kampanye Pekan Kelambu Masal di Provinsi DI Yogyakarta 

Tahun 2017 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 3.2 

 Peringatan Hari Pengendalian Nyamuk 
 
 

 
 
 
 
 

5) Promosi, Advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria 
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Percepatan Eliminasi 
Malaria, bekerjasama dengan Asia Pacifik Leaders Malaria Alliance (APLMA) dan 
Global Fund (GF) Komponen Malaria di 4 Provinsi Kawasan Timur Indonesia yakni 
Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan advokasi 
dihadiri oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. H. 
Mohamad Subuh, MPPM, dr. Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan periode 2012-2014) 
sebagai ketua Dewan Komisaris APLMA, Gubernur, Bupati, DPRD, Bapeda, Dinas 
Kesehatan, Kalangan Usaha, Lintas Program/Sektor terkait serta narasumber dari 
Kemenko PMK, Bappenas, Kemendes dan Kemendagri. Selain itu dalam rangka 
membangun jejaring kemitraan, telah dilakukan pula penandatanganan kerjasama 
dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan malaria seperti 
dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 3.5 
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan TNI 

dalam penanggulangan malaria 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Pada Peringatan Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April tahun 2017 telah dilaksanakan 
kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap malaria antara 
lain: 
1. Lomba Pemeriksaan Mikroskopis tingkat Nasional bekerjasama dengan PATELKI. 
2. Penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 7 kab/kota dan Jambore Kader PLA 

Malaria Provinsi Maluku Utara dari 527 desa di Ternate. 
 
 

Kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria di Indonesia telah mencapai target-
target yang ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan  
seperti: 
1. Disparitas angka kejadian malaria antara wilayah Kawasan Timur Indonesia 

khususnya Papua dengan wilayah lainnya. 
2. Akses dan cakupan layanan baik Rumah Sakit, klinik, DPS pada remote area masih 

belum memadai.  
3. Pengendalian resistensi Obat Anti Malaria (OAM) dengan prinsip one gate policy, 

reserve drug policy dan free market control belum optimal.  
4. Rujukan layanan dan jejaring tatalaksana belum optimal. 
5. Manajemen ketersediaan OAM belum optimal.   
6. Pengawasan penggunaan kelambu masih kurang adekuat, daerah belum 

melakukan pengawasan penggunaan kelambu.  
7. Migrasi penduduk mempengaruhi potensi penyebaran malaria. 

 
 

Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas memerlukan pemecahan masalah 
sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien dan indikator dapat dicapai.  Berikut 
ini beberapa pemecahan masalah yang menjadi terobosan untuk dilakukan: 

1. Intervensi kombinasi (LLIN, IRS, Larvasida, pengelolaan lingkungan, personal 
protection, profilaksis) dengan berbasis bukti melalui pendekatan kolaboratif. 

2. Penguatan kemandirian masyarakat melalui Posmaldes dan UKBM lainnya. 
3. Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu. 

- Desentralisasi pelaksanaan program oleh Kab/kota. 
- Integrasi kedalam layanan kesehatan primer. 
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- Penemuan dini dengan konfirmasi dan pengobatan yang tepat sesuai dengan 
standar dan pemantauan kepatuhan minum obat. 

- Penerapan sistem jejaring public-privite mix layanan malaria. 
4. Pemantauan efektifitas dan resistensi OAM. 
5. Pencegahan dan pengendalian vektor terpadu. 
6. Penguatan Surveilans termasuk surveilans migrasi, Sistem Kewaspadaan Dini 

Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan penanggulangan KLB. 
7. Penguatan manajemen fungsional program, advokasi dan promosi program dan 

berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. 
8. Penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam kesinambungan 

pemenuhan kebutuhan program. 
9. Penguatan sistem informasi strategis dan penelitian operasional untuk menunjang 

basis bukti program. 
10. Penguatan kemitraan melalui Forum Gerakan Berantas kembali Malaria (Gebrak 

Malaria). 
 
 

d.Jumlah Provinsi dengan eliminasi kusta 
 

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan 
di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah 
mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan. 
Eliminasi kusta berarti angka prevalensi < 1/10.000 penduduk. Secara nasional, 
Indonesia telah mencapai eliminasi sejak tahun 2000, sedangkan eliminasi tingkat 
provinsi ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2019. Definisi operasional indikator ini 
adalah jumlah provinsi yang mempunyai angka prevalensi kusta kurang dari 1/10.000 
penduduk pada tahun tertentu. 
 
Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut: 
 

 
  Jumlah kasus kusta terdaftar akhir tahun X 

10.000 Jumlah seluruh penduduk 
 

 
 

Target indikator yang ingin dicapai di tahun 2017, yakni 25 provinsi dengan realisasi 
pencapaian sebesar 25 provinsi sehingga pencapaian indikator ini sebesar 100%. 
Terjadi peningkatan jumlah provinsi yang mencapai eliminasi yakni sebanyak 21 
provinsi pada tahun 2015, meningkat menjadi 23 provinsi pada tahun 2016 dan 
meningkat lagi menjadi 25 provinsi pada tahun 2017.  

 
 

Grafik 3.17 
Capaian Provinsi dengan Eliminasi Kusta  

Tahun 2014-2019 
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     Sumber data : Laporan rutin Subdit PTML Tahun 2017 

 
Dari grafik diatas terihat selama 4 tahun berturut-turut, jumlah provinsi yang mencapai 
eliminasi kusta meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan sehingga 
diperkirakan pada akhir tahun 2019 capaian target juga akan tercapai. Capaian indikator 
eliminasi kusta tercapai disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penemuan kasus 
dini secara rutin, peningkatan Sumber Daya Manusia, adanya dukungan penganggaran 
dan penyusunan NSPK dan kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Provinsi untuk 
meningkatkan penemuan kasus seperti dicanangkan gerakan Cegah Infeksi Kusta pada 
Keluarga (Cinta Keluarga) di Kabupaten Situbondo, di Kabupaten Sampang dan 
Sumenep dilakukan kegiatan inovasi pemberian obat pencegahan (kemoprofilaksis).    
  
 
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, jumlah provinsi yang mencapai 
eliminasi di tahun 2017 bertambah 2 Provinsi yakni Provinsi Jawa Timur dan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Adapun 9 provinsi yang belum mencapai eliminasi adalah Provinsi 
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.  

 
Gambar 3.6 

Peta Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi di Indonesia 
Tahun 2016 dan 2017 
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Sejak tahun 2000, prevalensi kusta nasional berada di bawah 1/10.000 penduduk dengan 
jumlah kasus baru yang ditemukan berkisar antara 16.000-17.000 kasus. Berdasarkan 
laporan WHO dalam Weekly Epidemiological Record tahun 2017, jumlah kasus baru di 
Indonesia mencapai 16.826 kasus dan menyumbang 7,8% dari kasus dunia pada tahun 
2016 dan menempati posisi ketiga di dunia setelah India (135.485 kasus) dan Brazil 
(25.218 kasus).     
 
Indikator komposit yang mendukung eliminasi kusta salah satunya adalah proporsi 
penemuan kasus kusta baru tanpa cacat. Pencapaian indikator proporsi cakupan 
penemuan kasus baru kusta tanpa cacat mendukung indikator provinsi dengan eliminasi 
kusta. Tingginya persentase cakupan penemuan kasus baru tanpa cacat 
mengindikasikan kegiatan penemuan kasus yang dilakukan secara dini, sehingga 
penderita kusta yang ditemukan mendapatkan pengobatan secara tepat dan mata rantai 
penularan dapat terputus. Hal tersebut berdampak pada tercapainya status eliminasi di 
tingkat provinsi maupun kabupaten. Terjadi peningkatan capaian penemuan kasus kusta 
baru tanpa cacat sejak tahun 2014-2017 yakni 79,5% pada tahun 2014, meningkat 
menjadi 78,1% pada tahun 2015 dan menjadi 82,3% pada tahun 2016 dan meningkat 
kembali menjadi 84,8% sampai triwulan III tahun 2017, seperti yang terlihat dalam grafik 
dibawah ini: 

 
 

Grafik 3.28 
Proporsi penemuan kasus kusta baru tanpa cacat 

Tahun 2014-2017 
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Sumber data : Laporan rutin Subdit PTML Tahun 2017 

 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian eliminasi kusta 
adalah: 
1. Advokasi dan sosialisasi lintas program/lintas sektor serta pelatihan petugas dalam 

rangka intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia di wilayah endemis 
dilakukan di 15 kabupaten/kota endemis di regional Papua/Papua Barat dan 13 
kabupaten/kota endemis di regional selain Papua/Papua Barat. Kegiatan ini 
diselenggarakan dengan mengundang lintas program dan lintas sektor serta 
stakeholder terkait lainnya.  

2. Pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia dilaksanakan pada 
13 kabupaten/kota endemis di regional Papua/Papua Barat dan 14 kabupaten/kota 
endemis di regional selain Papua/Papua Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
menggunakan metode self screening dengan pendekatan keluarga yaitu 
mengikutsertakan masyarakat dalam program deteksi dini kusta.  

3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (pengelola program kabupaten/kota serta 
provinsi) dalam tata laksana kasus dan program yang diselenggarakan sebanyak 2 
batch yang sudah terakreditasi oleh PPSDM tahun 2017 dengan masa berlaku satu 
tahun.  

4. Penyusunan draft Permenkes Penanggulangan Kusta sekaligus revisi pedoman 
nasional sebagai lampiran Permenkes diselenggarakan sebagai upaya memperkuat 
payung hukum pengendalian kusta di Indonesia.  

5. Pengawalan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedoktearn (PNPK Kusta) 
yang diinisiasi oleh Persatuan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) dan 
melibatkan organisasi profesi terkait lain. Tersusunnya PNPK diharapkan dapat 
menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar 

6. Advokasi ke Provinsi dan Kabupaten Endemis bersama dengan kunjungan Goodwill 
Ambassador WHO untuk kusta, Yohei Sasakawa, dalam rangka meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat, petugas kesehatan dan pemangku 
kepentingan lainnya terhadap program kusta, Dalam kegiatan tersebut Goodwill 
Ambassador juga memotivasi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) untuk 
dapat saling mendukung dalam mencegah perkembangan cacat, bertukar 
pengalaman dan solusi serta saling mendukung dalam mencapai kemandirian, yang 
dapat diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Perawatan Diri (KPD).    
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7. Melanjutkan kegiatan inovasi pengobatan pencegahan kusta/kemoprofilaksis di 
beberapa wilayah endemis di Indonesia, di antaranya Kabupaten Sampang, 
Sumenep, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 
serta melakukan persiapan perluasan daerah implementasi kemoprofilaksis pada 
tahun selanjutnya.    
 

Gambar 3.7 
Kegiatan Kemoprofilaksis di Kabupaten Sumenep Tahun 2017 

 

 
 

8. Menyelenggarakan kegiatan validasi data pada 6 Provinsi dengan kabupaten/kota 
yang belum mencapai eliminasi kusta. Tujuan kegiatan tersebut adalah 
meningkatkan kemampuan pengelola program kab/kota dalam pencatatan dan 
pelaporan program kusta serta melakukan pembersihan (cleaning) register terhadap 
data P2 kusta provinsi dan kabupaten/kota. 

9. Menyelenggarakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kusta dan 
Frambusia di Regional Barat, Timur serta Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dari 
pertemuan tersebut dihasilkan Peta Jalan Kabupaten/Kota menuju eliminasi kusta 
serta pelaksanaan validasi data.  

10. Melanjutkan kegiatan inovasi pengobatan pencegahan kusta/kemoprofilaksis di 
beberapa wilayah endemis di Indonesia, di antaranya Kabupaten Sampang, 
Sumenep, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 
serta melakukan persiapan perluasan daerah implementasi kemoprofilaksis pada 
tahun selanjutnya.    

                
Tantangan yang dihadapi dalam penanganan penyakit kusta adalah: 
1. Sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan lintas program dan 

sektor dalam program pencegahan dan pengendalian kusta.  
2. Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program pencegahan 

dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal. 
3. Masih adanya stigma, baik self-stigma pada penderita kusta maupun stigma pada 

masyarakat dan keluarga penderita akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
terhadap penyakit kusta. Hal tersebut dapat menghambat penemuan kasus dan 
menghambat penderita untuk mencari pengobatan sedini mungkin. 

4. Sebagian besar daerah kantung kusta berada di lokasi yang sulit dijangkau 
menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju pelayanan 
kesehatan. 
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5. Pada beberapa daerah endemis rendah, rendahnya kesadaran dan pengetahuan 
tentang kusta pada petugas dan masyarakat, serta surveilans tidak berjalan dengan 
adekuat, mengakibatkan terjadinya keterlambatan penemuan kasus.  

6. Stok obat yang diberikan oleh donor tidak sesuai dengan permintaan program, 
sehingga terjadi kekurangan stok obat di beberapa daerah.  

7. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter 
swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar 

 
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi program terhadap pemangku kepentingan 

terkait agar dapat meningkatkan komitmen dalam pencapaian eliminasi kusta.  
2. Menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin.  
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi serta penyebaran media KIE kepada 

masyarakat dalam rangka menurunkan stigma kusta di masyarakat. 
4. Integrasi dengan program lain serta pelibatan LS/LP, terutama untuk menjangkau 

daerah-daerah terpencil.  
5. Mendorong daerah endemis rendah agar terus melakukan diseminasi informasi 

tentang kusta dan pengamatan kasus kusta dengan tetap memperhatikan kejadian 
kasus kusta pada anak dan kasus cacat.  

6. Mengawal finalisasi Permenkes Penanggulangan Kusta dan PNPK Kusta.  
 
 

e.Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis  
Sesuai dengan Permenkes No. 94 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kabupaten/kota 
dengan eliminasi filariasis adalah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil survei ulang 
evaluasi kedua menunjukkan tidak terjadi penularan sehingga dapat dinyatakan sebagai 
wilayah eliminasi filariasis. Dalam pengendalian filariasis, sebelum suatu 
kabupaten/kota dinilai tingkat transmisi filariasisnya, kabupaten/kota tersebut harus 
telah selesai melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis 
pada seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun 
berturut-turut dengan cakupan pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk. 
Kemudian setelah 6 bulan dari pelaksanaan POPM Filariasis tahun ke-5, maka 
dilaksanakan survei evaluasi prevalensi mikrofilaria. Jika hasil survei menunjukkan 
prevalensi angka mikrofilaria  <1% pada kabupaten/kota tersebut maka dilaksanakan 
survei evaluasi penularan (Transmission Assessment Survey/TAS) Filariasis. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, keberhasilan penurunan angka mikrofilaria sangat 
bergantung pada partisipasi masyarakat untuk minum obat filariasis dan perilaku untuk 
menghindari gigitan nyamuk.  

 

 

Indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis dihitung dengan formula: 

 
Jumlah akumulasi kab/kota yang berhasil lulus 

dalam survei evaluasi penilaian transmisi filariasis tahap kedua 
 

Pada tahun 2017 target indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis 
sebanyak 15 kabupaten/kota, berhasil dicapai sebanyak 28 kabupaten/kota. Dengan 
demikian, capaian kinerja jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis tahun 2017 
adalah sebesar 186,7% seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini seperti yang 
terlihat dalam grafik dibawah ini: 
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Grafik 3.21 
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Filariasis 

Tahun 2015-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Laporan rutin Subdit Filariasis dan Kecacingan Tahun 2017 

 

Pada grafik di atas, tampak terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
filariasis dari tahun 2015-2017. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah 
kabupaten/kota yang berhasil menurunkan risiko terjadinya penularan filariasis. 
Sebelum tahun 2015 cakupan POPM Filariasis di beberapa kabupaten/kota sangat 
rendah. Upaya percepatan eliminasi Filariasis ini dimulai dengan Pencanangan Bulan 
Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh Menteri Kesehatan 
RI di Cibinong Kabupaten Bogor. Dengan pencanangan tersebut, maka menjadikan 
bulan Oktober tahun 2015-2019 sebagai ñBulan Pelaksanaan Eliminasi Kaki Gajahò, 
dengan harapan bahwa adanya bulan POPM Filariasis tersebut akan memacu seluruh 
lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah tergerak dengan serempak mendukung 
POMP Filariasis di wilayahnya, seiring dengan pemahaman yang semakin tinggi 
terhadap pentingnya program pengendalian filariasis di Indonesia. Hal ini 
mengakibatkan capaian indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis 
sangat meningkat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun 
kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.5 

Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Filariasis 
Tahun 2015-2017 

 

No Provinsi Kab/Kota 

1 Jambi Tanjung Jabung Barat 

2 Banten  Tangerang  

3 Banten  Tangerang Selatan 

4 Banten  Kota Serang 

5 Jawa Barat  Bandung  
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6 Jawa Barat  Kota Depok 

7 Jawa Barat  Kota Bogor 

8 Papua  Merauke 

9 Papua  Jayapura 

10 Riau  Pelalawan 

11 Riau  Kota Dumai 

12 Sumatera Utara  Labuhan Batu 

13 Gorontalo  Gorontalo 

14 Gorontalo  Gorontalo Utara 

15 Gorontalo  Kota Gorontalo 

16 Gorontalo  Pohuwato 

17 Nusa Tenggara Timur  Alor 

18 Sulawesi Barat  Polewali Mandar 

19 Sulawesi Tengah  Parigi Moutong 

20 Kepulauan Bangka Belitung Belitung 

21 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat 

22 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat 

23 Sulawesi Selatan Enrekang 

24 Sulawesi Selatan Luwu Timur 

25 Sulawesi tenggara Bombana 

26 Sulawesi tenggara Kolaka Utara 

27 Sumatera Barat Lima Puluh Kota 

28 Sumatera Barat Kota Bukittinggi 
 

Sumber data : Laporan rutin Subdit Filariasis dan Kecacingan Tahun 2017 

 

Indikator kabupaten kota berhasil lulus dalam survei penilaian transmisi filariasis telah 
tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh cakupan penduduk minum obat pencegahan massal 
filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan penduduk minum obat 
Ó65%.  Upaya tersebut sesuai dengan hasil penelitian para ahli yang menunjukkan 
bahwa cakupan minum obat yang efektif dapat menurunkan angka mikrofilaria ke 
tingkat dimana transmisi kemungkinan tidak lagi berkelanjutan. Selain itu, 
pembangunan fisik dan perkembangan di daerah-daerah endemis juga semakin 
meningkat sehingga mengurangi tempat-tempat perindukan nyamuk vektor filariasis. 
Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mencapai indikator tersebut 
diantaranya: 

1. Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) 
 Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemberian 

obat massal pencegahan (POPM) filariasis adalah dengan menjadikan bulan 
Oktober sebagai ñBulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)ò. Dengan adanya 
program bulan POPM Filariasis diharapkan seluruh lapisan masyarakat dari pusat 
hingga daerah tergerak dengan serempak mendukung POMP Filariasis di 
wilayahnya, seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap 
pentingnya program pengendalian filariasis di Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 
2017 dilaksanakan Pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten Demak 
Jawa Tengah oleh Menteri Kesehatan RI. Pada acara tersebut juga dilaksanakan 
penyerahan sertifikat eliminasi Filariasis kepada 13 kabupaten/kota. 
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Gambar 3.8 

Pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten Demak  

  

 

2. Sosialisasi POPM Filariasis secara Intensif 
 Sosialisasi POPM Filariasis secara intensif dilaksanakan ke seluruh lapisan 

masyarakat serta lintas sektor dan lintas program terkait untuk meningkatkan 
cakupan dalam minum obat pencegahan Filariasis baik melalui pertemuan maupun 
melalui media KIE. 

3. Surveilans pasca POPM Filariasis yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya 
penularan baru filariasis pada kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan 
POPM Filariasis selama 5 putaran penuh. 

4. Penyediaan dana untuk kegiatan pengendalian dan operasional POPM Filariasis 
melalui dana dekon. 

 

 Meskipun target ini tercapai, namun terdapat tantangan dalam pelaksanaan kegiatan 
diantaranya adalah: 
1. Masalah geografis. Kegiatan POPM dan surveilans filariasis dilaksanakan untuk 

seluruh penduduk di kabupaten/kota endemis filariasis, dimana beberapa daerah 
tersebut merupakan daerah terpencil dan kepulauan yang sulit aksesnya, sehingga 
pelayan POPM Filariasis dan pelaksanaan surveilans di daerah tersebut sulit 
menjangkau seluruh sasaran, terutama di desa-desa terpencil.   

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam minum obat sehingga cakupan POPM 
Filariasis masih dibawah target (< 65%). 

3. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil. 
 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Peningkatan promosi POPM Filariasis melalui media yang efektif dengan 

menggunakan pendekatan kearifan lokal. 
2. Mempersiapkan SDM baik di tingkat pusat maupun daerah, konsolidasi, koordinasi 

serta upaya penguatan kapasitas lainnya. 
3. Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis program eliminasi filariasis di tingkat 

provinsi, kabupaten, dan puskemas 
 
 
 
 


